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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah atas yacht berdasarkan PMK

Nomor 35 Tahun 2017 yang menjelaskan yacht dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebesar 75%,

dimana dalam penelitian ini menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan pajak penjualan barang mewah atas

yacht ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan serta

penelitian ini juga membahas mengenai alternatif kebijakan pajak penjualan barang mewah yacht untuk

industri wisata bahari Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan post-positivist

dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan  bahwa pengenaan pajak penjualan

barang mewah atas yacht menurut kriteria efektivitas, efisiensi, perataan, dan ketepatan telah terpenuhi

walaupun ada kendala terkait pendefinisian yacht yang dapat mempengaruhi terpenuhinya kriteria tersebut.

Dalam hasil penelitian ini terdapat dua opsi alternatif kebijakan pajak penjualan barang mewah yang dapat

dilakukan untuk industri bahari indonesia yaitu penurunan tarif pajak penjualan barang mewah atau

penghapusan tarif  pajak penjualan barang mewah. Opsi kebijakan penurunan tarif PPnBM atas yacht yacht

dapat dipertimbangkan untuk dilakukan karena tidak menyalahi tujuan PPnBM, sebaliknya penghapusan

tarif PPnBM atas yacht akan menyalahi tujuan PPnBM tetapi pendapatan yang didapat dari penghapusan

PPnBM yacht akan 50x lebih banyak dan dapat pemerintah harus merumuskan peraturan yang tepat agar

fasilitas tersebut tidak dipakai oleh pihak lain yang tidak bersangkutan.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

This research discuss about luxury goods tax on yacht based on Finance Ministry Regulation number 35

year 2017 in which this research explains about evaluation of Luxury Goods Tax on Yacht based on

effectiveness, efficiency, equity, adequacy, responsiveness, and approriateness criteria and this research also

discusses alternative policy for luxury goods tax on yacht for Indonesia marine tourism industry. This

research used post-positivist approach with qualitative analysis technique. Collection of data techniques

used in this research are library research and field research. The results of this research explain that the

luxury goods tax on yacht according to effectiveness, efficiency, equity, and appropriateness has been

achieved even though there are an obstacle related to defining yacht that can affect the achievement of these

criteria. Furthermore, there are two alternative options for luxury goods tax on yacht policy that can be done

for the Indonesian marine tourism industry, namely the reduction of luxury goods sales tax rates on yacht or

the exemption of luxury goods tax rates on yacht. The reduction of luxury goods sales tax rates for yacht can

be done for purposes that do not violate the objectives of PPnBM, on the contrary the exemption of luxury

goodstax rates tariffs on yacht will violate the objectives of PPnBM however the budget that can be obtained

from luxury goods sales tax of yacht will be 50x more and the government must formulate appropriate
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regulations so that the facility is not used by other parties who are not concerned.<i/>


